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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERE}.ICANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL/
KEPALA. BADAN PXRENCANAAN PEIVIBANGLINAN NASIONAL

NOMOR KEP. 33r /111.9911 11126s5
TENTANG

TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT TIM PENGARAH

r.lNTLrK FTNANCTNG INTEGRAITD SETI'LEMENT DEVEIOPMENT TROJECT

MENTER] NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,

Menimbang

MenginSat

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman

dalam jangkt pendek, menengah, dan panjang perlu diusahakan

pembangunan kawasan permukiman skala besar melalui
penyediaan tanah dan bangunan, serta kavling tanah matang

yang sesuai dengan t^ta ruang wilayah daetah kabryaten/kota
yan1tetenczla *uata menyeluruh dan terpadu;

b. bahwa pembangunan kawasan permukiman skala besar secara

menyeluruh dan terpadu tersebut meliputi penyelenggaraan

kawasan siapbangun dan lingkungan siap bangun;

c. bahwa berdasarkan pertimbanSan xbagaimana dimalaud di atas,

dipandang perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis

Financing lntagrated Settlement Development Prcject (FISDP)

untuk menyusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan

Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)

secara menyeluruh, yang akan melibatkan pelaku pembangunan

perumahan dan perutttkiuran;

d. bahwa para pejabat dari instansi terkait yang namanya tercantum

dalam Lampir:an Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi

syarat untuk melakauakau tugas dan tanggung jawab selaku Tim

Pengarah dan 'l-inr Teknis Financing Integrated Settlement

Development Projcct (f ISDP).

l. tJndang-lJndang Nonror 4 Tahun 1992 tentanS Perumahan dan

Permukiman;

2. Undang-Und.rng Nonror 28 Tahun 1999 tentanS

Penyelenggarau Ncgalrt 1':rng Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Ncpo!isntc;

3. Undang-Undang Notttor 17 T^hun 2003 tentang Keuangan

NeSara;

4.Undang ...
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Memperhatikan

Menetapkan

t)

,1. Undaug-flrn,-jan:: Nc.ncr ilrli Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerahl

5. Lhrdang-Undang Nornor ljli Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Ketu;n9ar. antara Pusat dan Daetah;

6. Keputusan Prcsiden Nomor 103 Tahun 2OO7 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewelralgan, Susunan Organisasi, dan Tata Ke$a

Lembaga Femerintlh Irlo,'r-Departemen sebagaimana telah

beberapa kali cli'.ibah terai:hir dengan Peraturan Presiden Nomor

1 1 Tahun 2OO5;

7. Pera1f,rar't llesiclcn Nonicr 7 Tahun 2O05 lefitang Rencana

Pemban8unan Ja ngki Menengah 2OOS'2OO9 '

8. Peraturan Presiden Nomor I Tahtn 2OO5 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, S',rsurlan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia;

Memorandutn of Understandin 8 afitara Asian Development Bank

dengan Pemerintah Indortesia tentang Fact Finding Mission Integrated

Settlement Dcveloprrrent Proj eict tanggal 16 Aptrl 2OO4'

MEMUTUSKAN

PERTAMA

KEzuTI.TSAN MENTTRI NEGARA PERT]NCANAAN PEMBANGI.JNAN

NASIONAL/KEPAI.A. BADAN PIRENCANAAN PEMBANGI.]NAN

NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM TEKMS UNTI'X

FINANCING INTEGRATED SETILEMENT DEVELOPMENT PROFCT

(FISDP).

Membentuk 'Iim Pengarah dan Tim Teknis untuk Financing

hrteSrated Settlemelxt Development Project (FISDP) dengan susunan

keanggotaan xbagatmana tercanfiim dalam Larnpiran Keputusan ini'

Tim Pengarah bertugas:

1. Memfasilitasi proses terbentuknya wadah koordinasi kebijakan

pengembangan dan pengelolaan Kawasan Siap Bangtn/

Lingkungan Siap Bangun (l<aslba/Listba) secara menyeluruh,

serta penSawas an pelaksanaan semua proSram atau kegialan

pengemb angan Kaslba / Lislb a dalam lingkup nasionall

2. Memfasilitasi daetah dengan membe rrkan arahan kebijakan

pengembangan Kasiba/Lislba a9at mampu melaksanakan

pembangunan perumahan dan permukiman di daetahnya dalam

rangka menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik,

pengembangan ekouonli lokal, perbalkan manajemen

pembangunan dan pernerintah ani sr-rta pengelolaan keuangan

yang dapat diPercaYa;

3. Memberikan arahan, kebrjaksanaan, koordinasi, dan

kesinambungan Prograln;
4. Mengawasi, menrLrimbing, dan memamtau kemajuan dan

permasalahan selamr tttasa penyiapan FISDP;

5. Bertangqung ...
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KETIGA

KEEMPAT
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5. Befianggung jawab dengan memberikan laporan atas

perkembangan kerja secara triwulan dan laporan hasil kerja

kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tim Teknis bertugas:

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan

pengemb anga.n Kasiba / Lisib a untuk FISD P;

2. Memberikan masukan untuk pemilihan lokasi kota/kabttpaten

dalam FISDP;

3. Memberikan masukan untuk pemantauan kemajuan dan

per masalahan dalam FISD P;

4. Memberikan bahan masukan untuk formulasi ketangka kebijakan

investasi dalam pelaksanaan FISDP;

5. Mempersiapkan pertemuan dan kegiatan Tim Pengaruh;

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah xcara

betkala.

Bila diperlukan, Tim Pengarah dapat mengundang nara sumber

untuk memperoleh masukan bagi perumusan kebljakan

pngemb angan lbslb a / Lislb a.

Masa kerja Tim Pengarah dan Tim Teknis terhitung sejak tanggal

ditelapkannya Keputusan ini sampai dengan terfunlakaya wadah

koordinasi kebij akan pengenrb angan Kaslb a / Lislb a.

kgala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Angaran Departemen Pekerjaan Umum e'8'

Direktorat Jende ral Cipta Karya selaku Executing Agency'

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanSSal ditetapkan, dengan

ketentuan apabrla dlkemudian hati tetdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan prbaikan sebagaimana mestlrnya'

Ditetapk^n di Jakarta
PadaTanggal 16 November 2005

MENTERI NEGARA TDRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PXRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ufi
DR. SRI MULYANI INDRAWAT'I4r

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Ketangan;
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur lJtama,Tadan Petencanaan Pembangunan Nasional;

7. Kepala KPPN Jakarta III;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan xbagaimana mestrnya'



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTTRI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 331 /M.PPi1/11/2005
TANGGAL 16 NOYEMBER 2OO5

SUSI.]NAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH DAN TIM TEKMS

T]NTIJK FINANCING INTEGRATED SETTTEMENT DEVELOPMENT PROJECT (FISDP)

A. TIMPENGARAH

1. Ketua merunskap an&Sota

2. Wattl merangkap anggota

3. Sekretaris

4. Anggota

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
Negara Percncanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian Negara PPN/Bappenas).

Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen
Pekerjaan Umum.

Direktur Permukiman dan
Kementerian Neg ara PPN / Bappenas.

Perumahan,

(1) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah, Kementerian Negara PPN / Bappnas;

(2) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian
Negara PPN/Bappenas;

(3) Deputi Pengernbangan Kawasan, Kementerian Negara
Perumahan Rakyat;

(4) Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan, Kementerian
Negara Perumahan Rakyat;

(5) Depufi Bidang Koordinasi Desentralisasi, Fiskal, dan
Ekonomi Pengembangan Infrastruktur, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;

(6) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen
Dalam Negeri;

(7) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Departemen Dalam Negeri;

(8) Direktur Jenderal Anggaran dan Penmbangan Ketangan,
Departetnen Keuang n;

(9) Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depaltemen
KeuanBan.

Direktur Permukiman dan
Kementerian Negara PPN/Bappenas

Perumahan,

Direktur Bina Program, Direktorat Jendetal Cipta
Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

3. AnSgota ...

B. TIMTEKMS

1. Ketua merangkap anggota

2. Wakil merangkap anggota



3. AngSota (1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Direktur Otonomi Daerah,, Kementerian Negara
PPN/ Bappenas;
Direktur Perkotaan, Tata Ruang dan Pertan han,
Kementerian NeSara PPN/Bappenas;
Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Di$en
Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
Direktur Perkotaan, Ditjen. Pemerintahan Umum,
Departemen Dalam Negeri;
Direktur Pembinaan Anggaran Daerah, Dit'en. Anggaran
dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuanganl
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hrbah Luar Negeri,
Ditjen. Perbendahar aan, Departemen Keuangan.

MENTTRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,

a,/4

DR SRI MT'LYANI INDRAWATI
.e{ut
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